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MEM UTUSKAN

' Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN -

PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK
DAERAH.

R BAB I |
~ KETENTUAN UMUM

' Pasai 1

" Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dxmaksud dengan

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Balikpapan.

- Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. ,
f Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang‘
~dan jasa oleh Badan Usaha Milik - Daerah (BUMD) yang
. pembiayaannya- tidak langsung menggunakan APBN/APBD yang.
- prosesnya dimulai  dari perencanaan kebutuhan = sampai

dlselesalkannya seluruh keglatan untuk memperoleh barang danv
jasa.

.*Badanv Usaha M111k Daerah yang selan_]utnya dlSlngkat BUMD‘,

adalah badan usaha yang seluruh atau sebaglan besar modalnya
dimiliki oleh Daerah. -
Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggung Jawab atas :
pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta

~ mewakili BUMD baik di dalam maupun di Iuar pengadllan sesuali

dengan ketentuan anggaran dasar. :
Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau
Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan olch BUMD‘
- sebagai pihak pemberi peker_]aan
. Penyedia Barang/Jasa | ‘adalah  badan usaha ' atau - orangv
- perseorangan yang menyedlakan barang/j _]asa untuk BUMD
: berdasarkan kontrak v : ’

Pasa_l 2

o Peraturan Wah Kota ini bertu_]uan untuk

: a

.vb
- C.

menyederhanakan proscs dan mempercepat pengambilan
‘meningkatkan efektlfitas dan efeswnm,
meningkatkan kemandirian dan profesionalisme; dan

d. memngkatkan sinergitas antar BUMD.

T "BABI A
PRINSIP ETIKA DAN KEBIJAKAN

Bag1an Kesatu :
Prmsxp

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prm31p

a. efisien;

b. efektif;




.. C. transparan;

. d. terbuka;

- e. bersaing;

- f. adil/tidak dlskrlmlnatlf dan

. g. akuntabel.

Efisien sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a berartxv

- Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan
- dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan |
. sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan - dana

(4)

5

. yang telah ditetapkan untuk mencapa1 hasil dan sasaran dengan' o

- kualitas yang maksimum. -
B )

- Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan |

~ sasaran yang telah ditetapkan serta membenkan manfaat yang |

Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berartl

sebesar-besarnya. = »
Transparan sebagaimana dlmaksud pada ayat - (1) huruf c berartx g

- semua ketentuan, “informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa
bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia
Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti proses | -

- Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti. oleh semua Penyedia

‘Barang/Jasa - yang memenuhi persyaratan/knterla tertentu'_

- berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

- (6)

Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berartl’

- Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang |
- sehat diantara sebanyak mungkin Penyed1a Barang/Jasa: yang |

setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh

 barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada

~intervensi yang mengganggu tercxptanya mekanisme pasar dalam R
'Pengadaan Barang/Jasa. '

™

‘Adil/tidak diskriminatif sebagaimana . dlmaksud pada ayat (1) huruf |
‘f berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon

Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi

- keuntungan kepada plhak tertentu dengan tetap memperhatlkan

(8)

kepentingan Daerah.
Akuntabel sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf g berarti

- harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan

a.

o Pengadaan Barang/Jasa sehlngga dapat dlpertanggung]awabkan

" Bagian Kedua .
- Etika

- Pasal 4

‘Etika Pengadaaij Barang/Jasa BUMD menerapkan prinsip: |
melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab -
~ untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan

Pengadaan Barang/Jasa;

. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan j»

- dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus

dirahasiakan  untuk mencegah penylmpangan Pengadaan,
- Barang/Jasa; :

tidak saling rnerhpengaruhl balk langsung maupun tldak langsung R

' yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; _
. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang: ‘

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para plhak




“e.‘-' menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan -kepéntihgan

. pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,
~yang berakibat persamgan usaha tidak sehat dalam Pengadaan '

- Barang/Jasa;

f. “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan' |

- BUMD dalam Pengadaan Barang/Jasa; :
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau

~ kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau
- pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung meruglkan

"BUMD; dan
‘h." tidak menerima, tidak menawarkan, atau tldak menjanjlkan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa

- saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dlduga :

_berkaltan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

Bagian Ketiga
Kebijakan

"~ Pasal 5

Kebl_]akan Pengadaan Barang/Jasa BUMD mchputl

a. meningkatkanValue for Money; o

b. memperhatikan ketepatan waktu ketepatan Jumlah ketepatan mutu
‘dan kewajaran harga; = -

c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD; dan

d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektromk

| ‘BABN .
TATA CARA PENGADAAN BARANG /JASA

Pasal 6

(1) Tata cara Pehgadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh’ Direksi -{
BUMD harus mencerminkan prinsip pengadaan yang baik" dan’
menjunjung etika pengadaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3

dan Pasal 4..
(2) Tata cara Pengadaan Barang/ Jasa dlatur dengan ketentuan

_a. disesuaikan dengan karakteristik dan blSl’llS proses BUMD vyarllg ’f '

- efektif dan efisien;

b, penetapannya mampu rnendorong ter_]adlnya pertumbuhan

bisnis BUMD dan pemngkatan , kecepatan pengambxlan
- keputusan; dan- - ' L
- ¢. menggunakan sistem pengadaan secara elektromk

(3) Metode Pengadaan Barang/Jasa BUMD mehputl tap1 tldak terbatas :

pada: . -
a. pengadaan Iangsung, )
- b. penunjukan langsung,» v
- ¢. tender; »
d. seleksi; dan
e e-market place.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan. Barang/Jasa B
BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Dlrek31




" BAB IV
ORGANISASI DAN KEWAJIBAN DIREKSI L
: . Bagian Kesatu -
Organisasi

Pasal 7

o _:_{j(l) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa dltetapkan
' berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.

| (2) BUMD diperkenankan menggunakan Agen. Pengadaan dalam hal L

tidak memiliki kemampuan dan - kompeten31 untuk rnengelo]a
Pengadaan Barang/Jasa sendiri.
(3) Ketentuan mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMD
' sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan
Dlrek51 v

Bagian Kedua o . |
Kewenangan Direksi -
' Pasal 8
. ;';' 'Dlrekm berwenang untuk ~ a ‘ v
" a. menetapkan. peraturan dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa d1
e - lingkungan BUMD; '
- b. mengembangkan sistem pengadaan secara elektromk dan

 c. menetapkan program pengembangan s umber daya manusxa‘
Pengadaan Barang/Jasa B v

| "BABV o
KETENTUAN PERALIHAN

: Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mula1 berlaku: -
,v.,a BUMD yang telah menetapkan Peraturan Direksi tentang Pengadaan
- Barang/Jasa di lingkungan BUMD sebelum berlakunya -Peraturan
~ Wali Kota ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
. ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; .
' 'b. BUMD yang telah menetapkan Peraturan Direksi tentang Pengadaan
R ‘Barang/Jasa di lingkungan BUMD sebelum berlakunya Peraturan
. Wali Kota ini dan terdapat ketentuan serta tata. cara yang
"+ bertentangan dengan- ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini,

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan Direksi harus
menetapkan Peraturan Direksi yang menyesualkan dengan -

Peraturan Wali Kota ini; dan
~c. BUMD yang belum menyusun Peraturan Direksi tentang Pengadaan
Barang/Jasa harus menctapkan Peraturan Direksi paling lambat 6

- (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan. |- ’




v BAB VI
’ KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Wah Kota ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

. Agar setlap orang mengetahumya rnernenntahkan pengundangan
. Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah

. Kota Bahkpapan

E D1tetapkan di Bahkpapan R
pada tanggal 20 Agustus 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN
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